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Di Kota Dehfpasa'rh

ada 11 puskesmas,
namun belum

- diketahui berapa
yang sudah
memiliki izin

- mendirikan
bangunan (IMB).

DENPASAR, NusaBali

Peraturan Menteri Kesehatan

RI Nomor 75 Tahun 2014 ten-
tang Pusat Kesehatan Masyara-
kat (Puskesmas), mewajibkan
pada 2016 mendatang seluruh
puskesmas harus memiliki izin
mendirikan bangunan (IMB).

Keharusan ini menjadi kejutan -

‘tersendiri bagi puskesmas. .

~ “Yaadaaturan baru terkait IMB
untuk puskesmas. Dan kami di
Denpasar sedang berproses untuk
pengurusan izin itu,” tutur Kepala
Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dr Luh Sri Armini saat ditemui di
ruang kerjanya, Jumat (25/9).
Dijelaskannya, di Denpasar ter-
dapat 11 puskesmas yang tersebar
di empat kecamatan. Namun dia
belum tahu berapa jumlah pusk-

esmas yang telah memiliki IMB.
Terkait IMB tersebut, di-
jabarkan dalam pasal 26-28 Bab
V tentang perizinan dan regis-
trasi. Setiap puskesmas wajib
~memiliki izin untuk menyeleng-

PUSKESMAS | Denpasar 'i'irgur di Jalan Nusa Indah, Denpasar, Ju

siang. Pada 2016 mendatan

|
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nat (25/9)

, seluruh puskesmas harus memiliki IMB.

garakan pelayanan kesehatan.
Izin diberikan oleh pemerintah
kabupaten/kota yang berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang j
" dalam hal permohonanizinditolak,
- pemberi izin harus memberikan
' alasan penolakan yang di
' secara tertulis kepada pemohon.
' Selanjutnya pada pasal 28 ayat 1

selama memenuhi persyaratan.
Untuk memperoleh izin, kepala
dinas kesehatan kabupaten/
kota mengajukan permohonan

tertulis kepada bupati/wa-

likota melalui satuan kerja pada
pemerintah kabupaten/kota
yang menyelenggarakan periz-
inan terpadu dengan melampir-
kan dokumen berupa fozokopi
sertifikat tanah atau bukti lain
kepemilikan tanah yang sah;
fotokopi izin mendirikan ban-
gunan (IMB); dokumen pen-
gelolaan lingkungan sesyai ke-
tentuan peraturan perundang-
undangan; surat keputusan
dari bupati/walikota terkait
kategori puskesmas; studi ke-
layakan untuk puskesmas yang
baru akan didirikan atau akan
dikembangkan; profil p‘;}lskes-
mas yang meliputi aspek lokasi,

bangunan, prasarana, peralatan
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kesehatan, ketenagaah, dan
pengorganisasian untu pusk-

esmas yang mengajukan per-
mohonan perpanjangan izin.

Selanjutnya juga diatur, jika

paikan

kepala dinas kesehatan kabupaten/
kota kepada Menteri setelal
peroleh rekomendasi dari dinas
kesehatan provinsi.
Meski diberikan beba
bahan dalam mengurus IMB, dr
Sri Armini berharap puskesmas
tetap mampu menyele
upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif
dan preventif, untuk mencapai

‘derajat kesehatan masyara-

kat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya. & n
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Ap arat Rawan Terseret

ana Desa

Sumber daya manu-
sia di pemerintahan
desa, hampir seba-
gian besar belum
berpengalaman
kelola dana yang
besar.dengan keten-
tuan yang ribet seh-
ingga kerap terjerat
masalah hukum.

SINGARAJA, NusaBali

Pengelolaan dana desa cukup
rawan menyeret perbekel dan
aparat desa lainnya ke proses
hukum. Masalahnya, disamping
dana yang cukup besar, pengelo-
laanya juga harus mengacu pada
regulasi dan program kerja yang
tepat. Sedangkan sumber daya
manusia (SDM) di pemerintahan
desa, hampir sebagian besar belum
berpengalaman kelola dana yang
besar dengan ketentuan yang ribet.

Situasi itu pun diakui anggota

* DPR RI |V||nta Pendampingan

Komisj XI DPR RI, I Gusti-Agung
Rai Wirajaya saat memberikan
sambutan dalam sosialisasi Kebi-
jakan Dana Desa yang bertempat
disebuah hotel di Lovina, Buleleng
Jumat |(25/9). Sosialisasi dihadiri
langsuhg Menteri Keuangan (Men-
ku) RI Bambang RS Brodjonegoro.
Hadir|pula dalam acara terse-
but Bupati Buleleng Putu Agus
Suradhyana didampingi Wakil
Bupat| Nyoman Sutjidra, Ketua
DPRD|Buleleng Gede Supriatna
dan ratusan perbekel desa serta
pimpinan SKPD lingkup Pemkab
Buleleng.

- Raij Wirajaya mengaku khawatir
keteledoran mencermati regulasi
dalam pengelolaan dana desa itu,
‘akan menyex et perbekel danaparat
desa lebih banyak ke proses hu-
kum. Di samping itu, kecerbohan
adminsitrasi keuangan juga ber-
potensi timbulkan permasalahan
bagi aparat. Rai Wirajaya pun
meminta agar pemerintah daerah
menyiapkan tenaga khusus sebagai
pendamping aparat desa dalam
pengelolaan dana desa tersebut.
Disamping itu, peran pengawasan
dan kontrol dari Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) dan Badan
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iisa

persoalan hukum. "Gtﬁnakan dana

- itu dan ikuti aturan yang ada kalau

tidak mengerti konsu|tasikan, se-

_ hingga akhir tahun ariggaran bisa

® KADEK SUKARA

MENKEU Bambang Brodjonegoro (tengah) dalam acara gosialisasi di

Singaraja, Jumat. « - .

|

Pemeriksa Keuangan pemerintah
(BPKP) diharakan dilakukan lebih
ketat, sehingga potensi keteledoran
dan kecerobohan perbekel dan
aparat desa bisa diantisipasi lebih
dini. “Saya minta diawasi dengan
sebaik-baiknya. Kasihan perbekel
terseret kasus hukum gara-gara
kesalahan administrasiatau karena
tidak paham regulasinya,” katanya.

. Sementara Menku Bambang
Brodjonegoro mengingatkan kem-

bali agar perbekel dan aparat
desa yang tidak paham dengan
regulasi dalam pengelolaan dana
desa tersebut lebih aktif berkon-
sultasi dengan pemerintah ka-
bupaten atau yang membidangi
persoalan tersebut. Pola tersebut
dinyakini pengelolaan dana desa
akan sesuai dengan harapan dan
tepat sasaran} sehingga tidak ada
perbekel dan aparat desa terseret

Sabt, 28 Seplember 201S
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dipertanggungjawabkan dan tidak
ada persoalan hukum di kemudian
hari," katanya.

Menku Bambang juga menjelas-
kan, dana desa itu akan disalurkan
ke rekening pemeritahkabupaten/
kota, untuk diteruskan ke rekening
masing-masing desa. Dana desaitu
dapat dimanfaatkan kepentingan
infrastruktur, program dengan
sistem swakelola, dan program
menciptakan lapangan pekerjaan
di desa itu sendiri.

Sementara di sisa/tahun ang-
garan. desa segara menyusun pe-
laporan untuk mempértanggung-
jawabkan pemanfaatan dana desa
sesuai regulasi dan tidak sampai
memunculkan persoalan hukum di
kemudian hari. “Saya minta danan-
yajangandisimpan di bank, segera
gunakan dana itu dan ikuti aturan
yang ada kalau tidak mengerti
konsultasikan, sehingga akhir ta-
hun anggaran bisa dipertanggung-
jawabkan dan tidak ada persoalan
hukum di kemudian hari,” imbuh
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Ban sos, Tak Bisa Cair,
Dialihkan Kegiatan Lain

Khawatirkan Rp 23M Jadi
Pelicin' Pilkada

Sebagian dewan
bersikeras dana
Bansos Rp 23 miliar
- yang batal pencairan
itu diluncurkan
ke APBD 2016. |
Buk?nya dialihkan |
untuk kegiatan
lain karena rawan
penyalahgunaan
terkalt Pllkada

AMLAPURA, NusaBah
Dana bantuan sosial (bansos)
- di Karangasem yang sebelumnya
dianggarjan sebesar Rp 23 miliar, yangbersumber dari AP DPeruba-‘ pencairannya itu diluncurkan saja
dipastikan tak bisa dicairkan sehu- ;) 2015, dicurigai sebagai ‘pelicin’ ke APBD 2016. Hal itu }rungka}i

o NU BAT
PENJABAT Bupati IB Ngurah Arda (kanan) usai memimpin Rapat Paripurna
DPRD Karangasem mémljahas APBD Perubahan 2015, di DPRD, Jumat (25/9).

bungan (fengan berlakunya UU No ; 1
23 tahun 2014 Dana itu kemudian  Fikada Kamngasem isasiuang  usai Rapat Paripurna Pengesahan

Gedung..

di nuntukaendasal hora rakyat pun terancam tdldomp- APBD Perubahan 2015,
k%lgl;ln lainnya, Namun halg?tmu lengi kepentingan polit] DPRD Karangasem, Jumat (25/9).

justrumengundangkecurigaan dan Wakil Ketua DPRD gasem “Kami menginginkan dana ban-

kekhawatiran sebagaian kalangan.  Ida Bagus Adnyana, \m ngatakan  sos yang gagal cair; dikembalikan

Sebab, kegiatan tersebut yang  sejakawal plhalmyabers1kerasagar untuk dialokasikan di APBD 2016.

: berlangsung selama tahun 2015 dana bansos Rp 23 mlljaryangbata] Dari pada terpasang un : penda-




naan kegiatan, rawan didomplengi

kepentingan Pilkada Karangasem,”

jelasIB Adnyana. Mengingat kurang-
nya jumlah anggota dewan yang
mengkritisi dana bansos, saat pem-
‘bahasan sebelumnya, kata IB Ad-
nyana, sehingga dirinya menolak
ikut rapat, bersama Wakil Ketua
DPRD lainnya.
Secara terpisah Wakil Ketua
DPRD | Made Wirta, secara diplo-
matis mengungkapkan dirinya
absen di pembahasan dana bansos
sebelumnya, karena ada urusan lain.
“Saya permisi, untuk kepentingan di
masyarakat, bukannya saya mem-
boikot rapat. Kalau bansos akh-
irnya disepakati untuk mendanai
kegiatan, ya tidak masalah,” elaknya.
Anggota | Wayan Sumatra, justru
menanggapi sinis atas berbeloknya
penggunaan anggaran bansos un-
tuk mendanai kegiatan. “Baru kali
ini ada APBD Perubahan, kegiatan-
nya cukup banyak’ ucap Sumatra.
Ketua Komisi I DPRD I Komang
Sudanta dikonfirmasi mengenai
nasib dana bansos untuk alat pelu-
mas Pilkada Karangasem, me-
nyarankan agar tidak terlalu vulgar
melayangkan kecurigaan. “Saya

‘menuduh, ke arah itu, untuk
tingan Pilkada Karangasem,
i lanjut tanyakan saja kepada
:lnan pmta Sudanta, ‘pohtls1

rsebutsesuai hasil Musrenbangda
syawarah Rencana Pembangu-
Daerah). “Tidak ada kegiatan
tu bermuatan politik, untuk ke-
ritingan pilkada, murni untuk

{Fa PRD Sumardi, dan dari jajaran
kutif dipimpin Penjabat Bupati
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PENJABAT Bupati Tabanan berikan kenang-kenangan kepada Menteri
Keuangan, Bambang Brodjonegoro saat kunjungan ke Tabanan, Jumat (25/9).

Menkeu Sosialisasikan
Dana Desa ke Perb@«al Se-Tabanan

TABANAN, NusaBali

Kementerian Keuangan RI
melakukan sosialisasi penggunaan
dana desa di Kabupaten Tabanan,
Jumat (25/9). Acara sosialisasi yang
berlangsung di Kantor Bupati Ta-
banan itu dihadiri langsung Menteri
Keuangan, Bambang Brodjonegoro
dananggota Komisi XI DPRR], I Gusti
Agung Rai Wirajaya.

Menteri Bambang mengakui se-
jauhini penyaluran dana desa belum
optimal. Hal itu disebabkan oleh be-
lum siapnya desa membuat program
yang dituangkan ke dalam APBDes.
“Karena tahun anggaran sekarang
ini tinggal beberapa bulan lagi, kami
di Kementerian Keuangan bersama
Kementerian Dalam Negeri, dan
Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertingal dan Transmigrasi
membuat SKB (surat keputusan
bersama),” jelasnya.

Intinya, dalam surat itu diputus-
kan bupati dan walikota membantu
dan membimbing desa menyusun
APBDes. Serta menyusun rencana
pembangunan jangka menengah
desa dan rencana kerja tahunan
desa. “Kemudian segera menetapkan
Peraturan Bupati atau Peraturan
Wali Kota mengenai pengelolaan
keuangan desa. Kepala desa (per-
bekel) juga diharapkan segera me-

_nyusun dan menetapkan APBDes

. . By
dan menyusun laporan pertang-
gungjawaban APBDes semester satu
dengan contoh template sederhana
seperti terlampir flalam SKB terse-
but,” imbuhnya.

Karenadana dega inimenyangkut -
keuangan negara, Perbekel memiliki
tanggung jawab yang harus dipikul.
“Kami tidak ingin membuat segala
sesuatunya menjadli rumit sehingga
tidak bisa dijalankdn. Demi melan-
carkan pencairan dana desa, SKBtiga
menteri itu dibuat, Sehingga pros-
esnya menjadi lebih sederhana. Ka-
lau membuat APBDes seperti APBD

kabupaten tentu akan sulit karena

i
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kewenangan dan cakupannya ber-
beda. Karena itu di dalam SKB kami
membuat yang standar,” tandasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, |
Gusti Agung Rai Wirajaya berharap
dana desa dari APBN tersebut dapat
digunakan sebaiksbaiknya. Karena
pemerintah pusat dengan konsep
Nawacita ingin membangun In-
donesia dari pinggiran. “Gunakan
dana desa sebaik mungkin,” katanya.
Pihaknya mengatakan sampai sejauh
ini masih ada kekhawatiran dari
kepala desa atau jperbekel dalam
hal pembuatan laporan dan penyu-
sunan APBDes. “Karena itu, kami di
Komisi XI sempat melakukan rapat
kerja dengan BPK idan BPKP. Kami
menegaskan agar ada pendampin-
gan dari BPK dan BPKP. Sehingga
nantinya kami tidak ingin setelah
ada pendampingan penyusunan
APBDes, lapas jadi penuh sesak di
masing-masing k}ibupaten," im-
buhnya. H

Sebelumnya, Pehjabat Bupati Ta-
banan I Wayan Sugiada secara sing-
kat menyebutkan, Pemkab Tabanan
telah berkomitmen melaksanakan
pengelolaan keuangan desa dengan
berpedoman pada aturan yang ada.
Beberapa upaya telah dilakukan di
antaranyamelalui Himbingan teknis

Desa) se-Kabupaten Tabanan. Dise-
butkan, Kabupaten| Tabanan tahun
ini menerima dana|desa dari pusat
sebesar Rp 37,6 miliar.
“Masing-masing|desa menerima
antara Rp 264 juta lebih sampai
Rp 319 juta lebih,” jelasnya. Dalam
pengaturannya, Pemkab Tabanan
telah menerbitkan Perbup Nomor 19
Tahun 2015 tentang tata cara pem-
bagian, penetapan, dan rincian dana
desa tahun 2015. Penyalurannya
dilakukan secarabertahap sebanyak
tiga kali. “Penyalurannya dilakukan
duatahap, sudah t'ci}‘alurkan seban-

yak 80 persen,” terahgnya. & cr55
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- Pemkab Tabanan Diminta Stop
 Pembangunan di WBD Jatiluwil—

* Gubernur Harap Status WBD Beri Manfaat

Gubernur Bali Made Mangku Pastika‘lksaat terima Ketua-Pusat Penelitian
Subak Unud, Prof DrIr Wayan Windia (kiri), di Denpasar, Jumat (25/9) pagi.

q jhy i y
DENPASAR, NusaBali : ‘Windia melaporkan kondisi di WDB . -

 Ketua Pusat Penelitian (Puslit) ‘Subak Jatiluwih. Disampaikan juga
Subak Unud, Prof Dr Ir | Wayan beberapa pemikiran Puslit Subak

' Windia, meminta Pemkab Tabanan  Unud. Prof Windia menyampaikan
hentikan kegiatan pembangunan tspjﬂmlah persoalan yang mengan-

lahan parkir yang dianggap meru-  cam keberlangsungan subak di Bali
sak kawasan Warisan Budaya Dunia  secara umum, utamanya yang sudah
(WDB) SubakJatiluwih di Desa Jatilu-  terdaftar sebagai WBD seperti Subak
wih, Kecamatan Penebel. Kalau tidak, Jatiluwih. b

- pihaknya ‘angkat tangan jikasampai = = Saat ini, kata Prof Windia, ada
status WBD dicabut UNESCO. 23 subak masuk WBD. Dari jumlah

Penegasan ini disampaikan Prof | itu, sebanyak 20 subak di antara-

Windia seusai bertemu Gubernur Wa’;berada di kawasan Daya Tarik
Made Mangku Pastika di Kantor |Wisata (DTW) Jatiluwih. Sedangkan
Gubernuran, Niti Mandala Den- |3 subak lagi berada di hulu Daerah
pasar, Jumat (25/9) pagi, untuk LAliran Sungai (DAS) Tukad Pakerisan
membahas persoalan WBD Subak ' Gianyar.

- Jatiluwih. Dalam pertemuan dengan i

- Gubernur Pastika, kemarin, Prof | Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Scbty1, 26 Septembel 201
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~ Menurut Prof Windia, telah -
terjadi pemekaran subak di Desa
Jatiluwih. Pihaknya meminta .
pemerintah supaya pemekaran |
ini disahkan, agar lebih dapat
mengendalikan pengawasan
dan pembinaan. “Namun, harus-
m\ﬁg dengan persyaratan dibuat
awig-awig (aturan) untuk mela-
rang alih fungsi lahan sawah di
kawasan subak itu sendiri, den-
gan menerapkan sanksi tegas,” I
ujar Prof Windia. ’
Prof Windia menyebutkan, -
di WDB Subak Jatiluwih saat ini
ada pelanggaran Operational
Guidelines UNESCO, yang men-

kegiatan pembangunan ha-
rus mendapat nota catatan dari
badan dunia tersebut. “Perkem-

epakatan untuk men-statusquo-
kan rencana pembangunan itu
(parkir dan restoran),” katanya.
Prof Windia menyebutkan,
meskipun terus mendorong
supaya Subak Jatiluwih dise-
lamatkan dari buldoser untuk:
pembangunan lahan parkir dan.
restoran,namun pihaknyabukan-
lah eksekutor. Pihaknya hanya
bisa mengimbau. Kalau Penjabat
Bupati Tabanan, Wayan Sugiada,
tidaktegas dantak bertindak, kata.
dia, maka Puslit Subak Unud tak
bisa melakukan apa-apa.
“Kami bukan eksekutor. Ke-
_wenangan itu ada di Bupati
Tabanan. Kalau tetap ngotot
mengganggu Subak Jatiluwih,
terserahlah. Bisa dicabut status’
WBD itu oleh UNESCO. Pekan
depan, tim UNESCO Jakarta akan
terjun ke Jatiluwih. Setelah itu

gamanatkan bahwa seluruh .

Pemkab Tabanan Diminta Stop
Pembangunan di WBD Jatluvit

ul datang bulan depan,” tegas
"i ar subak dari Departemeh
Sosial dan Ekonomi Fakultas
Pertanian Unud ini. ~
Menurut Prof Windia, Pemkab
abanan yang seharusnya dengan
regas melarang kegiatan boludus-
q di WBD Subak Jatiluwih. Selain
Kadis Kebudayaan Provinsi

- Bali, Dewa Putu Beratha, yang

'sudah sempat turun seharusnya

bangan terakhir, tercapai kes-

tim UNESCO Paris akan menyu-

hias menekan Penjabat Bupati
Tabanan untuk bertindak tegas.
. “Kalau Penjabat Bupati Ta-

. banan memang tunduk dengan

pimpinan, harusnya aturan-
aturan yang digariskan UNESCO
dilaksanakan, bukan dilanggar.
Yang menandatangani WBD
Subak Jatiluwih kan Bupati Ta-
banan dan Gubernur Bali. Malu
kita dengan UNESCO. Kalau
ak, tidak ada lagi WBD. Kalau
sih ada aktivitas (bolduser),
kami minta distop saja,” katanya.
| Prof Windia jugamohon para
pemangku kepentingan untuk
memberi perhatian terhadap
kesejahteraan para petani yang
memegang peran paling penting
dalam menjaga keberlangsun-
an subak. Sebab, tanggung
jawab yang harus diemban oleh
ara petani sangat berat. Selain
masalah kesejahteraan, mereka
juga masih harus menanggung
beban pajak dan kendala op-
erasional seperti keterbatasan
air.”Kami berharap petani subak
bisa diberikan bebas pajak sam-
pai 100 persen,” pintanya.
| 'Untuk kelangsungan subak
di Bali, lanjut dia, jangan ada
erlombaan yang seremonial
ajadan hanya membuat pet-
ni tidak berkutik, karena ha-
s menanggung beban lomba
tersebut. “Lomba dengan ser-
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emonial jangan diadakan. Berat
bagi petani menanggung beban
itu,” katanya seraya menyatakan
pihaknya lebih setuju kalau

bantuan subak ditingkatkan |

etiap tahun, di mana besaran-
nya disesuaiakan dengan lua#
kawasan subak.

Sementara, Gubernur Pas
tika menegaskan komitmenny.
untuk mengakomodasi harapa
dari tim peneliti. Hanya saja,
pelaksanaannya tetap harus
mengacu pada ketentuan perun
dang-undangan yang berlaku. :

Gubernur Pastika juga ber-
harap penetapan subak sebagg
salah satu Warisan Buday
Dunia (WBD) oleh UNESCOL
bukan hanya menjadi kebang-
gaan belaka. Pastika ingin status
WDB itu dapat mengangkat
kesejahteraan para petani. “Ti-
dak ada gunanya jika label yan%
diberikan hanya jadi sebuah ke
banggaan, tapi tak mendatang~
kan manfaat bagi masyarakat
Bali,” ujar Pastika yang dalam
pertemuan kemarin didampingi
didampingi Plt Karo Humas Set-
da Provinsi Bali Ketut Teneng,
Kadis Pertanian Bali IB Wisnu
Ardana, dan Kadis Kebudayaan
Bali Dewa Putu Beratha. "

Terlepas soal status subak
yang sudah mendapat pen
gakuan dunia, secara prinsi
Pastika mendukung penu
upaya pelestarian lembag
pengairan tradisional ini. Ka-
renanya, Pastika menyampaikan
apresiasi dan terimakasih ata#
penelitian yang dilakukan pihak
Unud. Menurut Pastika, upaya
'pelestarian subak dan kompo-
nen budaya lainnya merupaka:

_ pondasi dari cita-cita untu
.- mewujudkan Ball Mandara,

g SMEAL ol L. _—

=)

Bali yang Agung. “Karena itu,
| upaya untuk melestarikan akar
| budaya Bali patut kita dukung,”
| tegas Pastika.

Hanya saja, dukungan yang
- diberikan jangan sampai men-
|jadi bumerang dan justru jadi
perusak. Menurut Pastika, du-
kungan dalam bentuk uang
kerap menjadi ancaman bagi
keberlangsungan lembaga ber-
| sangkutan, karena tidak mampu
- dikelola dengan baik.

Sementara itu, Penjabat Bu-
gan Tabanan Wayan Sugiada

elum bisa dikonfirmasi ter-
kait permmtaan Puslit Subak
‘Unud unt;k stop pembangunan
di WBD Subak Jatiluwih. Saat
dihubungi per telepon, jumat
kemarin, ponselnya dalam ke-
adaaan taE aktif.

Sedangkan Sekda Tabanan,
Nyoman Wirna Ariwangsa, men-
egaskan plhaknya tidak pernah
mengizinkan pembangunan apa
ﬁun di DTW Jatiluwih, termasuk

embuatan parkir. “Kita tak
'pernah. mengizinkan pemban-
gunan itu. Sehingga, kita juga
tidak bisa menghentikannya.
Situasi di lapangan, masyarakat
menginginkan seperti itu (mem-
bangun parkir),” sebut Wirna
Ariwangsa kemarin.
. Menurut Wirna Ariwangsa,

' 'saat melakukan sidak ke Jatilu-

'wih, Senin (14/9) lalu, Penjabat

' Bupati Tabanan menegaskan

[akan melakukan kajian lebih
komprehensif melibatkan semua
unsur untuk selesaikan kisruh.
Penjabat Bupati Tabanan juga
sudah keluarkan surat edaran

- tidak boleh ada' pembangunan

fisik apa pun di DTW Jatiluwih,
sebelum ada Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR). = natk21




